
v1cnimbang 

l.1engingat 

TAH KABT;PATE V KAP"CAS 

PERAT RA DAERAH KABllPAT • N KAP AS 
NOMOR : 3 T AHUN 2003 

TENTAt-;G 

PAJAK PARKIR 

DE GAN RAHMA T TUHA YANG MAHA ESA 

BUPATJ KAPUAS 

a. bahwa scsuai Pasal 2 ayat (I) huruf g Cndang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang PaJak Dacrah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis 
Pajak Kabupaten 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a pcrlu 
mcnctctapkan Pcraturan Daerah Kabupatcn Kapuas tcntang Pajak Parkir. 

I. Undang-Undang omor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara :rahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lcmbaran egara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tcntang Badan Penyelesatan 
Scngketa Pajak (Lembaran l'iegcra Tahun 1997 omor 40, T::unbahan 
Lcmbaran egara Nomor 3684); 

3 Undang-Undang ornor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah dan Retnbusi 
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lcmbaran 

egara omor 3685) scbagaimana Lelah d1ubah dengan Undan;-Cndang 
ornor 34 Tahun 2000 (Lcrnbaran egara Tahun '.WOO '.'-/omor 246, 

Tambahan Lembaran Negara omor 4048); 

4. Undaog-Undang omor 19 Tahun 1997 tentang Pcnagihan PaJak dcngan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 omor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3686) scbagaimana tclah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran egara Tahun 2000, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 

5. Undang-Undang 22 Tahun 1999 lcntang Pcmcrintahan Oacrah (Lcmbaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 1omor 3839); 

6. Undang-Undang 25 Tahun 1999 tcntang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembacan egara omor 3848); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggung Jawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4138); 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lcmbaran egara Tahun 200 I omor 118, Tambahan Lembarnn Negara 

'omor 4138); 



9. l'craturan l)acrah Kabupalcn Kapuas Nomor 17 l'ahun 1988 tcntang 
Pcnyidik Pegawai Ncgcn S1pil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kapuas. 

Dcngan Pcrsctujuan 

DEWA PERWAKILA RAKYAT DAERAJJ KAB PATE KAPUA 

knetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERAT RA DAERAII KAB PAT£N KAP AS TENTA G PAJAK 
PARKIR. 

BAB l 
KETE T A r U 1 l\l 

Pa al 1 

Dalam Peraturan Dacrah 1ni yang dimaksud dengan : 
a. Dacrah adalah Daerah Kabupatcn Kapuas; 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Kcpala Daerah bcserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Esekut1 f Dacrah, 
c. Kcpala Dacrah adalah l:3upati Kapuas yang sclanJutnya disebut Bupat1; 
d. Dewan Pt!rwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya dis111gkat DPRD ada\ah 

Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Kapuas; 
c. PeJabat adalah Pcgawai yang dibcn tugas tertcntu di b1dang Perpajakan 

Daerah scsuai dengan Pcraturan Pcrundang-undangan yang berlaku. 
f. Dinas Pcndapalan Daernh adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kapuas; 
g. PaJal-.. Parkir yang sclanJutnya d1scbu1 pajak adalah pajak dil-.enakan alas 

pcnyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau 
badan, baik yang d1scdiakan bcrkattan dcngan pokok usaha maupun yang 
Lcrscdia sebaga1 suatu U!iaha, tcrmasuk pcnycdiaan tempat penitipan 
kendaraan bcrmotor dan garasi kendaraan bcrmotor yang memungut 
bayaran;; 

h. Parkir adalah memangkalkan / menetapkan dengan memberhentikan 
kendaraan angkutan orang / barang (bermotor I tidak bermotor) pada suatu 
tern pat parkir dalam Jangka waktu tertentu; 

1. Surat Pcmbcritahuan PaJak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPTPD 
ad:ilah surat yang d1pcrgunakan ok:h WaJ1b Pajak untuk melaporkan 

.,pcrh11ungan dan pembayaran Pajak yang tcrutang menurut pcraturan 
paun<lang-undangan pcrpaJakan daerah: 

J. Surat Sctoran PaJak Daerah, yang selanJutnya disingkat SSPD, adalah 
suraL yang digunakan olch wajib pajak untuk melakukan pcmbayaran atau 
pcnyetoran paJak yang terutang menuruL peraturan pcrundang-undangan; 

1-... Surat Kctetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Surat Kcputusan yang mcncntukan bcsamyajumlah pajak yang terutang; 
Surat Kctctapan Pajak Dacra.h Kurung Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah sural kcputusan yang mcnentukan bcsamya jumtah pajak 
yang terutang, J umlah krcdit pajak, j umlah kekurangan pembayaran 
po~k pajak, besarnya sanks1 admmistrasi, dan jumlah yang masih harus 
d1bayar; 

m Surat Ketetapan PaJak Oacrah Kurang Bayar Tambahan, yang 
sclan3utnya disingkat SKPDKBT, adalah su 1t keputusan yang 
mcnetukan tambahJ.n :;.tas 3umlah papk yang telah d1tetapkan; 



11. Sural Kctctapan Pajak Dacrah Lcbih Bayar, yang sclanjutnya disingkal 
SKPDLB, adalah surat kcputusan yang mcncntukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang 
terutang atau tidak scharusnya terulang; 

o. Surat Kctctapan Pajak Daerah :-J1hi l, yang sclanJutnya disingkat SKPDi , 
adalah surat keputusan yang menentukan, jumlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan jumlah krcdit pajak, atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak; 

p. Surat Tagihan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrnsi berupa bunga 
dan atau denda. 

BAB Il 
l AMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

J>asal 2 

( 1) Oengan nama Pajak Parkir dipungut PaJak atas fas il itas le mpat parkir 

(2) Obyek pajak Parkir adalah penye!cnggaraan tcmpat park1r di luar badan 
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
discdiakan sebagai suatu usaha, tennasuk penyediaan tempa t penitipan 
kcndaraan bcnnotor dan garasi kendaraan bcm10tor yang mcmungut 
bayaran. 

(3) Tidak tcrmasuk dalam obyck pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
adalah : 
a. Penyelenggaraan tempat parkir olch Pcmerintah Pusat dan Pemcnntah 

Daerah; 
b. Pcnyclenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat , Perwakilan Negara 

Asing, dan Perwakilan Lembaga-!cmbaga lntcrnasional dcngan asas 
timbal balik. 

Pasal 3 

(I) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang rnelakukan 
pembayaran atas tcmpat parkir. 

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
tcmpat parkir. 

BABlll 
PERIJ[ l A 

Pasal 4 

(I) Setiap penyel~nggaraan tern pat parkir wajib memiliki ijin dari Bupati. 

(2) Tata cara dan persyaratan rnemperoleh ijin ditetapkan oleh Bupati. . . 



BAB IV 
DASAR PEl'iGE. 'AA DA TAIUF PAJAK 

P:1sal 5 

(I) Dasar Pcngcnaan pa3ak adalah pajak bcrdasarkan atas pencrimaan 
pcnyclcnggaraan parkir yang bcrasal dari pembayaran atau yang 
scharusnya dtbayar untuk pcmakaian tempat parkir kendaraan bermotor. 

(2) Dasar pen1,,tt.naan paJak sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan oleh 
Bupati. 

Pasal 6 

Tanf Pajak ditctapkan scbcsar IO% (sepuluh per seratus). 

BAB V 
WILA VAIi PEMUNG TAN DAI\ CARA 

PE GIIITUNGA. PAJAI~ 

Pasal 7 

(I) Pajak yang terutang dipungut di Daerah tcmpat parkir berlokasi. 

(2) Besamya Pajak yang tcrutang d1hitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dcngan dasar pcngenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

BAU VI 
MASA PAJAK, SAAT PA.JAK TER TA G DA 

RAT PEMBEJUTAUU ~ PAJAK DAER.All 

l'asal 8 

Masa Pajak adalah jangka wak.tu yang lamanya I (satu) bulan kalcnder. 

Pasal 9 

Papk terutang dalam masa paJak lerjadi pada saat pcnyclenggaraan 
parkir. 

Pa ·al 10 

(I) Waj1b paJak dalam mcmungut pcmbayaran Pajak parkir harus 
mcnggunakan ·arcis dan atau tanda bukti lain; 

(2) Karcis dan atau tanda bukti lain harus dicetak, diberi nomor seri dan 
dipcrgunakan sesuai.dengan nomor urut; 

(3) Karcis dan atau tanda bukti lain baru dapat digunakan setclah diporporasi 
okh Dinas Pcndapatan Dacrah. 

('-1) SaliMan Karcis dan atau tanda bukti lain yang sudah dipcrgunakan harus 
d1simpan oleh waj1b paJ::tk dalam waktu setahun scbagai bukti dalam 
pcmbuaLan surat pcmberitahuan pajak dacrah. 



Pasal 11 

(I) Sctiap Waj1b Pajak mcngisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus d1isi dcngan jclas, 
benar dan lcngkap scrta d1landalangi oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD scbagaimana pada ayal (I) harus disampaikan kcpada Bupati 
sclambat-lambatnya 15 (lima bclas) hari sctclah beraklurnya mnsa pajak. 

(4) Seuap w~jib paJak mcmiliki pcrnbukuan. 

(5) Bcntuk, is1 dan tata cara pcngisian SPTPD ditctapkan oleh Bupati. 

B B VII 
TATA CARA PERllIT . 'GAN DAN PE ETAPAJ'i PAJAK 

Pasal 12 

Dalarn pcmcnksaan pcmbukuan dan atau kcgiatan Audit, Bupati dapat 
mcnunJuk konsultan paJak/Auditor. 

Pa al 13 

(1) Bcrdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1), 
Bupati mcnctapkan pajak tcrutang dcngan mcnerbitkan SKPD. 

(2) Apablla SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak atau kurang 
d1bayar sctalah lcwat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD 
diterima, d1kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 
(dua per scratus) scbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 14 

(I) Wajib PaJak yang mcmbayar sendin SPTPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (I), d1gunakan untuk mcnghitung, mcmperhitungkan 
dan mcnclapk:111 paJak scndiri yang tcrutang. 

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (hma) tahun sesudah saat 
tcrutangnya pajak, Bupati dapat men<.:rbitkan : 
a. Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
b. Surat Ketctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT): 
c . Surat Kctctapan Pajak Daerah Nihil (SK.PD ). 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 

a. Apabila berdasarkan hasil pemcriksaan atau kctcrangan Iain pajak 
yang tcrutang t1dak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi 
admrnstrnsi bcrupa bunga sebesar 2 % (dua per scratus) scbulan 
dihitung dan paJak yang kurang atau terlambaLdibayar untuk jangka 
waktu palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan dthitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

b. /\pabila SPTPD tidak disampa1kan dalam jangka waktu yang 
ditcntukan dan tclah ditcgur secara tcrtulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per 
scratus) dari pokok pajak ditarnbah sanksi ad.mmistrasi berupa bunga 
scbcsar 2 % (dua per seratus) scbulan dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat d1bayar untuk jangka waktu p ling lama 24 (dua puluh 
cmpat) bulan d1hitung SCJak saat terutangnya pajak. 



c. Apabila kcwajiban mcng1s1 SPTPO tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang d1h1tung secara Jabatan, dan dikenakan sanksi admin1strasi 
bcrupa kcnaikan scbcsar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administrasi bcrupa bunga sebesar 2 % (dua 
per seratus) sebulan dih1tung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu pal111g lama 24 (dua puluh cmpat) bulan 
dihitung scJak saal tcrutangnya pajak. 

d . Apabila waJ1b paJak tidak mcmilik1 pcmbukuan sesua1 Pasal I I ayat 
( 4) mak~pajak yang tcrtuang dihttung secara jabatan. 

(4) SK.POK.BT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b d1terbitkan 
apabtla dnemukan data baru atau data yang sernula belum tcrungkap yang 
menyebabkan pcnambahan jumlah pajak yang tcrutang, akan dikenakan 

•sanksi administrasi bcrupa kenaikan I 00 % (scratus per seratus) dari 
jumlah kckurangan pajak terscbut. 

(5) SK.PON scbaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan 
apabila jumlah pajal-. yang terutang sama. bcsamya dcngan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada krcdit pajak. 

(6) /\pabila kewaJiban rnembayar pajak terutang d lam SKPOKB dan 
SKPOKBT scbaga11nana d1maksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau 
tidak sepenuhnya <libayar dalam jangka waktu yang tclah ditcntukan, 
dnag1h dengan mencrb1tkan STPD d1tambah dcngan sanksi adm1nisfrasi 
bcrupa bunga 2 % (dua per scratus) scbulan. 

(7) Pcnambahan jumlah pajak yang tcrutang sebagaimana dimaksud ayat (4) 
tidak dikcnakan apabila Waj1b Pajak mclaporkan scndiri sebclum 
ddakukan tindakan pcmcriksaan. 

BAB VIII 
TATA ARA PEMBAYARAN 

Pasal 15 

(I ) Pcmbayaran paJak dilakukan di Kas Oacrah atau Bendahara Pcnenma 
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, 
SKI'D, SKPOKB. SKPOKBT dan STPO. 

(2) Apabila pembayaran pajak <lilakukan di Bendahara Pcnerima, hasil 
pcncrimaan pajak harus disctorkan ke Kas Daerah sehmbat-lambatnya 
I x 24 3am atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(~) Pcmbayaran paJak scbagaimana d11naksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan menggunakan SSPO. 

Pasal 16 

( 1) Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas. 

(2 ) Bcrdasarkan Pcrtimbangan Bupati dapat mcmberikan pcrsctujuan kcpada 
Wajib Pajak untuk mengangsur pajak tcrutang dalam kurun waktu 
tcrtcntu, sctclah memcnuh1 persyaratan yang d1tentukan 

( 3 J Angsuran pcmbayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dilakukan sccara tcratur dan bcrturut-turut dengan dikenakan bunga 
scbcsar 2 % (dua per scratus) sebulan dan jumlah pajak yang belum atau 
kuranr dibayar. 



(4) 13upati dapat mcmbcrikan pcrsctujuan kcpada WaJib Pajak untuk 
mcnunda pcmbayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah 
mcmcnuhi p rsyarutan yang ditcntukan dengan dikenakan bunga 2 % 

(dua per scratus) scbulan dari jumlah pajak yang bclum atau kurang 
dibayar. 

(5) Pcrsyaratan untuk dapat mengangsur dan mcnunda pembayaran serta 
tata cara pcmbayar:111 angsuran dan pcnundaan scbagaimana dimaksud 
puda ayat (2) dan ayat (4) ditctapkan olch Bupati. 

Pasal 17 

( 1) Sctiap pcmbayaran paj:ik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
tl1berikan Landa bukt1 pcmbayaran dan d1catat dalam buku penerimaan. 

(2) 13entuk, jcms, 1s1, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
p1,;ncrimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan oleh 
Bupati. 

BAB IX 
TATA CARA PEMB KUA DA t' PELAPORl-\.1 

Pasal 18 

Tata cara pcmbukuan dan pelaporan pclaksanaannya sesuai dcngan pcraturan 
pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

BAB X 
TAT CARA PE AGlHA. PAJAK 

Pasal 19 

( 1) Surat Pcringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pclaksanaan penagihan pajak d1kcluarkan 7 (tujuh) hari scjak saat jatuh 
tempo pcmbayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penngatan atau 
surat lain yang scjcnis, Waj1b Pajak harus melunasi pajak yang t~rutang. 

(3) Surat Peringatan atau surat lain yang scjcnis scbagaimana dimaksud 
pada ayal (I) dih.cluarkan oleh Pejabat. 

Pasal 20 

(I) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
Jangka waktu sebagaimana ditcntukan dalam Surat Teguran atau Su.rat 
Pcringatan atau sural lain yang sejcnis, jumlah pajak yang harus dibayar, 
d1tagih dcngan Surat Paksa. 

(2) Pejabat mcncrbitkan Surat Paksa scgcra sctelah lcwat 21 (dua puluh satu) 
hari SCJak Langgal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejems diterima olch wajib pajak. 



Pasal 21 

J\pabila pajak yang harus dibayar t1dak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari scsudah tanggal pcmbcntahuan Surat Paksa, Pcjabat scgera mcncrbitkan 
Surat Penntah Mclaksanakan Pcnyitaan. 

Pasal 22 

Setclah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak bclum juga melunasi utang 
pajaknya setclilh lcwat IO (scpuluh) hari scjak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Mclaksanakan Pcny1taan, PcJabat mcngajukan permintaan pcnetapan 
tanggal pclclangan kcpada Kantor Lclang Negara. 

Pasal 23 

Sctclah Kantor Lclang Negara mcnctapkan hari tanggal, jam dan tcmpat 
pelaksanaan !clang Juru Sita mcmbcritahukan dengan segera sccara tertul1s 
kepada Wajib Pajak. 

Pasal 24 

PenunJukan Juru Sita d1tctapkan dcngan Kcputusan Bupati. 

PHsal 25 

Bcntuk, jcrns dan is1 formulir yang dipcrgunakan untuk pclaksanaan 
penagihan pajak dacrah ditctapkan olch Bupat1. 

llAB , ' I 
PE GURANGAN, KERl);GA A. DAN 

PEMBEBA 'AN PAJAK 

Pasal 26 

(I) Bupati bcrdasarkan pcrmohonan Waj1b Pajak dapat mcmberikan 
p1.mgurangan, kcringanan dan pembcbasan pajak setelah mendapat 
pcrsctujuan P1mpinan DPRD. 

(2) Tata cara p~mbcrian pcngurangan, kcringanan dan pembcbasan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), ditetapkan oleh Bupati . 

BAB XII 
TAT A CARA PEMBETULA , PEMBA TALA 

KETETAPA , DA PE1'GUAP SA~ ATA 
A K I ADMI ISTRASI 

Pasal 27 

PE GU~'iGA 
PE G RA GA 

( I) Bupati karcnaJabatan atau alas pcrmohonan Wajib Pajak dapat : 

a. M~mbctulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang 
dalam pcncrrimaannya tcrdapat kcsalahan tulis, kcsalahan hitung dan 
a.tau kekeliruan dalam pcncrapan peraturan perundang-undangan 
pcrpajakan daerah. 

b. Mcmbatalkan atau mcngurangkan ketctapan paj;ik yang tidak benar. 



c. Mengurangkan atau mcnghapuskan sanksi administrasi bcrupa 
bunga, dcnda dan kcnaikan papk yang terutang dalam ha! sanksi 
terscbut d1kenak.in karcna kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karcna 
kesalahan. 

(2) Permohonan pembetulan, pembata!an, pengurangan kctctapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanks1 administrasi atas SKPD,SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD scbaga1mana d1maksud pada ayal (I) harus 
disampaikan sccara Lcrtulis olch Waj1b Pajak kcpada Bupati, atau Pl.:Jabat 
sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han scjak tanggal ditcrima SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT :.itau STPD dc.::ngan membcrikan alasan yangjclas. 

(3) Bupati atau P Jabat paling lama 3 (;ig.,) bulan scjak surat pcnr.ohonan 
~cbagairnana dunaksud pada a} at (2 ) d1tcnma, :.udah L:1rus 
membcrikan Jawaban 

(4) Apabila sctcloh lc\\at waktu 3 ( llg ) bulan 
ayat (3) Bupat1 atau PcJabat m ribn · 
pcmbctulan, pcmbatalan, pcnguran~ n •i:.:ctetapan 
pcngurangan sanksi adminslrasi d1angggap 

B.\B ·rrr 
K.EBERATA DA B 

Pasal 28 

(I) Wajib Pajak dapal mengajukan kcbcrntan hanya kepada Bupati atau 
PeJabat atas suatu : 
a. Surat Ketctapan Pajak Daerah (SKi-'D); 
b. Surat Kctetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
c. Surat Ketctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 
d. Surat Kctcwpan Pajak Dacrah Lcbih Bayar (SKPDLB); 
c. Surat Ketctapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN). 

(2) Pcrmohonan kcbcralan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus 
disampaikan sccara tcrtulis da lam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 
bu!an sejak tanggal SK.PD, SKPDKB, SK.POK.BT, SKPDLB, dan SKPDN 
ditcnma olch Wajib Pajak. 

(3) Bupati atau Pcjabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bclas) bulan 
sejak tanggal surat pcnnohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterima, sudah mcmberikan keputusan. 

(4j Apabila setdah levvat waktu 12 (dua belas) bulan scbagaimana 
d1maksud pada ayat (3) Bupati atau Pcjabat tidak membcrikan 
kt.:putusan, p1;:rmohonan kebcratan dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan st.:bagaimana <limaksud pada ayat ( l) tidak 
menunda kewajiban membayar paJak. 

· Pasa l 29 

(I) Waj ib Pajak dapat mengajukan band mg kepada Badan Penyelesaian 
Scngkct:i Pajak dalam jangka vaktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
kcputusan kebcrntan . 

(2) Pcngajuan banding St..;baga1mana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 
kewaJiban memba.yar pa.jak. 



Pasa l 30 

Apabda pcngajuan kcberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau 
banding scbagaimana d1maksud dalam Pasal 29 dikabulkan sebagian atau 
scluruhnya, keleb1han pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga scbesar 2 % (dua per scratus) scbulan untuk paling lama 24 
(dua puluh cmpat) bulan. 

B B XIV 
PENGEMBALb\N KELEBilL\.1' PE IBA Y ARAN PAJAK 

• 
(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 31 

Wajib pajak dapat mengajukan pcrmohonan pengembalian kelebihan 
pcmbayaran pajak kcpada Bupal! atau Pcjabat secara tertulis dengan 
menycbutkan sekurang-kurangnya : 
a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( PWPD); 
c. Masa pajak; 
d. Bcsamya kelebihan pcmbayaran pajak; 
c. Alasan yangJclas. 

Bupati atau Pejabat dalam jangka \ aktu paling lama 12 (dua bclas) 
bulan seJak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pcmbayaran paJak sebagaunana d11naksud pada ayat ( 1) harus 
memberikan kcputusan. 

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 
Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, pennohonan 
pengcmbalian kclcb1han pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLl3 harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang pajak lainnya, keleb1han 
pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunas1 terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

Pcngcmbalian kcleb1han pcmbayaran pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dua) bulan seJak diterbitkannya SKPDLB, dengan 
mencrbitkan Surat Pcrintah Mcmbayar Kelebihan Pajak (SPlv[KP). 

Apabila pcngembalian kckbihan pembayaran pajak dilakukan sctelah 
lcwat waktu 2 (dua) bulan sejak: diterbitkannya SKPDLB, Kepal 
Dacrah atau Pcjabat mcmbenkan imbalan bunga sebcsar 2 % (dua per 
scratus) sebulan atas keLi.;rlambatan pembayaran keleb1han paJal-.. 

Pa al 32 

Apabila kclebihan pcmbayaran paJak diperhitungkan dcngan utang paJ •­
lainnya scbag:~irnana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayarannya 
dilakukan dengun earn pcmindah bukuan dan bukti pcmindah bukuan Juga 
bcrlaku scbagai bukll pcmbayaran. 



BAB XV 
KADALUWAR A PE rAGIHA1 

Pasal 33 

(I) l-lak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka wal-..tu 5 (lima) tahun tcrhitung SCJak saat tcrutangnya pajak, 
kccuali apabila waJ1b paJak mclakukan tindak p1dana dibidang 
perpajaka_n dacrah. 

(1) Kcdaluwarsa pcnngihan paJak scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tcrl.angguh apabila: 
a. Diterb1tkan Surat Tcguran clan Surat Paksa atau; 

• b. Ada pcngakuan utang paJak dari wajib pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. 

BAB XVl 
I<ETE T A PIDA 'A 

Pasal 34 

(I) Sctiap orang atau badan yang menyelenggarakan tern pat parkir tanpa tJ 1.1 
Bupati d1ancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dend:! 
scbanyak-banyaknya Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah). 

(2) WaJib paJak yang karcna kealpaannya udak menyampaikan SPTPD atau 
mcngis, d~ngan tidak bcnar atau tidak lengkap atau melampirkan 
kcterangan yang t1dak bcnar sehingga mcrugikan kcuangan Daerah 
dapat dipindana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
atau dcnda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tcrutang. 

(3) Wajib paJak yang dengan sengaja tidak mcnyampaikan SPTPD atau 
meng1s1 dengan t1dak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
kcterangan yang tidak bcnar sehingga merugikan keuangan dacrah dapat 
dipidana dcngan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 
paling banyak 4 (cm pat) kali jumlah pajak yang terutang. 

Pasal 35 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) tidak 
dituntut scteluh mclampau1 jangka waktu 10 (sepuluh) tahun scjak saat 

.;. terutangnya pajak atau bcrakh1mya masa paJak. 

BA13 XVII 
PE YIDIKA 

Pasal 36 · 

(1) Pejabat Pegawai Ncgeri Sipil tcrtentu di lingkungan Pemerintah Daer::th 
diben wcwenang khusus scbaga1 Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak p1dana di bidang perpajakan daerah. 



(2) Wcwcnang pcnyidik scbagaimana dimaksud ayat (I) adalah: 
a. Mcncrima, mcncari, mcngumpulkan, dan mcneliti kctcrangan atau 

laporan berkcnaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
dacrah agar kctcrangan atau laporan terscbut menjadi lengkap dan 
jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan ketcrangan mengenai orang 
pribadi atau bac.lan 5chubu11ga11 dcngan tindak pidana pcrpajakan 
dacrah; 

c. Mcmrnt~ keterangan dan bahan- bukti dan orang pnbadi atau badan 
schubungan dcngan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

d. Memcriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
bcrkenaan dcngan tidak pidana di bidang perpajakan daerah. 

-e. Mclakukan pcnggclcdahan untuk mcndapatkan bahan bukti 
pcmbukuan, pcncatalan, dan dokumcn-dokumen lain, scrta 
mclakukan pc:nyitaan terhadap bahan bukti tcrsebut. 

f. Mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tui;as 
penyidikan tmdak p1dana di bidang perpajakan daerah. 

g. Menyuruh berhcnli, melarang scscorang mcmnggalkan ruangan :Hau 
tempat pada saat pcmeriksaan scdang bcrlangsung dan memcnksa 
idcntitas orang dan atau dokumcn yang dibawa scbagaiman_ 
dimaksud pada huruf c. 

h. Mcmolrct sescorang yang bcrkaitan dengan tindak p1 n 
pcrpajakan daerah. 

1. Mcmanggil orang untuk didcngar kctcrangannya dan d1penl-. 
sebagai tersangka atau saksi. 

J. Mcnghentikan pcny1d1kan. 
k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran p .... ny1d1h. n 

tindak pidana dibidang perpajakan dacrah menurut hukurn yang dapa 
di pcrtanggungia wabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) rncrnberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum, scsua1 dengan kctentuan yang diatur dalan l.In an;;­
undang omor 8 Tahun 1981 tcntang I lukum Acara Pidana. 

BAB XVIII 
KETE 'TUA PEN TUP 

Pasal 37 

;-Jal-hal yang bclum diatur dalam Pcraturan Daerah ini sepanjang m.!n~en 1 

pclaksanaannya diatur lcbih lanjut <lcngan Kcputusan Bupat1. 



Pasal 38 

Peraturan Daerah mi mula1 bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya St:llap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan 
pengundangan Pcraturan Daerah in1 dengan pencmpatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupatcn Kapuas 

Dtundangkan d1 Kuala Kapuas 
Pada tanggal 9 Jun1 2003. 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Cap dtt 

Dr . TOEKIYO A.A, M c 
Pembina Utama Muda 

NIP. 530 000 898 

EMBARA DAERAH KABUPATEN K/\PUAS 
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI, 13. 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal 9 J uni 2003 

B U P A T l K AP U A S, 

Cap du 

B RH AN DIN LI 


